o

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1035, 2021 KEMENPPN /BAPPENAS. Pengelolaan Kerja Sama.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KERJA SAMA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kerja sama merupakan aspek penting dalam
mendukung capaian prioritas pembangunan nasional
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

b. bahwa tertib administrasi naskah kerja sama perlu
ditingkatkan dalam pengelolaan kerja sama di
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik agar
mampu mendukung tugas dan fungsi Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengatur
pengelolaan kerja sama di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan Kerja Sama
di Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5035);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
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Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Naskah
Dinas di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
786);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1564);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA DI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kerja Sama adalah kegiatan untuk mencapai tujuan
bersama atas dasar kesepakatan antara Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pihak lain
dalam lingkup tugas dan fungsi.

Naskah Kerja Sama adalah naskah dinas yang berisi
kesepakatan antara Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dengan mitra Kerja Sama.
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan
adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut
Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu Menteri
yang bertugas memberikan dukungan administrasi
kepada seluruh unsur di Kementerian Perencanaan.

Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang
selanjutnya disebut Unit Kerja Eselon I, adalah unit kerja
yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di
Kementerian Perencanaan.

Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang
selanjutnya disebut Unit Kerja Eselon II, adalah unit

kerja yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi
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pratama di Kementerian Perencanaan.
Mitra Kerja Sama adalah pihak yang menyepakati
Naskah Kerja Sama dan melaksanakan Kerja Sama

dengan Kementerian Perencanaan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan
hukum bagi unit kerja di Kementerian Perencanaan
dalam  rangka  pengelolaan Kerja Sama dan
penatausahaan Naskah Kerja Sama yang disepakati
antara Kementerian Perencanaan dan Mitra Kerja Sama.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
a. menciptakan tertib pengelolaan Kerja Sama;
b. menyinergikan Kerja Sama dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan;
c. memberikan kejelasan pola dan kepastian tata
kelola Kerja Sama di Kementerian Perencanaan;
d. menyelaraskan jenis, klasifikasi, dan muatan
Naskah Kerja Sama; dan
e. memitigasi risiko yang timbul atas pelaksanaan

Kerja Sama.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

o
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prinsip, klasifikasi, dan pola Kerja Sama;

prakarsa dan usulan Kerja Sama;

perancangan Naskah Kerja Sama;

perundingan dan kesepakatan Naskah Kerja Sama;
pencetakan dan pemarafan Naskah Kerja Sama;
penandatanganan Naskah Kerja Sama;
pengarsipan Naskah Kerja Sama;

pelaksanaan Kerja Sama; dan

pemantauan dan evaluasi Kerja Sama.



